Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Jmr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata
permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut
dalam perkara:
SINGGIH Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Jember 3
Juli 1965, Umur : 56 Tahun, Kebangsaan
Indonesia, Tempat Tanggal Lahir : Dusun
Kedungnilo, RT/RW : 011/007, Kel/007,
Kel/Desa KarangSemanding, Kecamatan
Balung, Kabupaten Jember, Agama Islam,
Pekerjaan  Perangkat Desa, yang

selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18

Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Jember pada tanggal 18 Januari 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2022/PN

Jmr, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 3 Juli 1965 berdasarkan
Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-28122019-0109 TERTANGGAL 31
Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Jember;

2. Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Kedungnilo, RT/RW : 011/007,
Kel/Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember dan
telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Jember, yang diterbitkan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK
3509100307650003 dan Kartu Keluarga Nomor : 3509101305100001;

3. Bahwa Pemohon dan YATIMAH telah menikah pada Tanggal 20 April
1981 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
Kk.13.09/27/PW.01/56/2004 tertanggal 21 Maret 2004 yang dikeluarkan

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
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4. Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon memiliki satu orang anak
bernama EDI ILIYANTO yang lahir pada tanggal 15 Oktober 1987 yang
telah dicatatkan dalam Surat Kelahiran Nomor : 470/35.09.10.2002/2022
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung,
Kabupaten Jember

5. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK Nomor
3509100307650003 dan Kartu Keluarga Nomor : 3509101305100001 atas
nama SINGGIH, Kutipan Akta Nikah Pemohon  Nomor
Kk.13.09/27/PW.01/56/2004 atas nama SIPAK dan Kutipan Akta Nikah
Anak Pemohon Nomor : 0722 132/X/2013 atas nama MOH.SIFAK tersebut
terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon, karena Pemohon
tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya, nama
Pemohon yang benar adalah MOH. SIFAK sesuai dengan Surat
Keterangan Beda Nama Nomor : 470/109/35.09.10.2002/2022 yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung,
Kabupaten Jember ;

6. Bahwa pada saat Anak pemohon ingin mengajukan berkas persyaratan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terdapat beda nama
Pemohon dalam Akta Nikah Anak Pemohon Nomor : 0722 132/X/2013;

7. Bahwa Anak pemohon bermaksud untuk mengajukan berkas persyaratan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terdapat beda nama
Pemohon dalam Akta Nikah Anak Pemohon Nomor : 0722 132/X/2013
sehingga Pemohon diberi petunjuk untuk mengurusi Penetapan Satu Orang
Yang Sama di Pengadilan Negeri Jember;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon

kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima,

memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menetapkan bahwa Nama SINGGIH yang tercantum di Kartu Tanda
Penduduk dengan NIK Nomor : 3509100307650003 dan Kartu Keluarga
Nomor : 3509101305100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Jmber dengan Nama SIPAK yang tercantum
dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : Kk.13.09/27/PW.01/56/2004
dengan Nama MOH. SIFAK yang tercantum di Kutipan Akta Nikah Anak
Pemohon Nomor : 0722 132/X/2013 adalah satu orang yang sama atas
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nama MOH. SIFAK yang disesuaikan dengan Surat Keterangan Beda
Nama Nomor : 470/109/35.09.10.2002/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Pemohon
tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,
meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan
patut sesuai dengan Relaas Panggilan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022
dan Relaas Panggilan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sedangkan
tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg yang menyatakan
apabila pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang
menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya
dinyatakan gugur dan pemohon dihukum untuk membayar biayanya, dengan
tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi
biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dengan
ketidakhadiran Pemohon tersebut, Hakim berpendapat Pemohon tidak beritikad
baik untuk menjalankan proses persidangan, sehingga Hakim untuk tertibnya
administrasi persidangan maka permohonan dari permohon a quo dihentikan
proses persidangannya.

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian perkara ini belum
menyangkut mengenai pokok perkara, maka Pemohon yang dihukum membayar
biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan-

peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :
1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sgr,
gugur;
2.  Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.185.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Singaraja,
pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh saya , Anak Agung Ngurah
Budhi Dharmawan, S.H.M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat
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Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 19/Pdt.P/2022/PN
Sgr, tanggal 18 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, Hakim dibantu oleh
Nurdiana Apriastuti, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja tanpa

hadirnya Pemohon.

PANITERA PENGGANTI, HAKIM,

Kadek Darna, SH. A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;

2. Biaya Proses :Rp. 75.000.00;

3. PNBP :Rp. 10.000,00;

4. Sumpah :Rp. 50.000,00;

5. Materai :Rp. 10.000,00; +

6. Redaksi : Rp. 10.000,00
Jumlah :Rp. 185.000,00;

( delapan ratus enam ribu rupiah).
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